




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PENILAIAN 

PELAKSANAAN TATA 
KELOLA BPR 

 
           PERIODE: Juni - 2025 

 
 
 

PT. BPR MARCORINDO PERDANA 



 
A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM 

No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 
1 Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham  

 A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  
   Komposisi dan persyaratan 
 1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
Pemegang saham memenuhi 
dan terdapat pada Akta No.06 

   Tanggal 5 Mei 2016. 
  Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS Direksi selalu mengambil 
 2) tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan keputusan berdasarkan dengan 
  peraturan perundang-undangan. RUPS 
 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  
  Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Pemegang Saham telah 
  Direksi dan/atau Dewan Komisaris. mengkomunikasikan visi dan 
 3)  misi dalam pendirian BPR 

kepada Direksi- Dewan 
   Komisaris. 

  Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Pemegang saham telah 
 4) Dewan Komisaris. melakukan pemantauan 

melalui laporan berkala 
   mengenai hasil pengawasan. 
  Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui Pemegang Saham sudah 
 5) perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain. melakukan perencanaan 

permodalan /mendukung 
   pengembangan lain. 
  Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain Pemegang Saham tidak pernah 
  menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan melakukan benturan 
  pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan kepentingan, antara lain tidak 
 6) pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi pernah dpt suku bunga lebih 
  dan/atau Dewan Komisaris. rendah, bunga deposito lebih 
   tinggi dari pada yang diberikan 
   ke masyarakat. 
  

7) 
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain 
masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau 
pendapat dari seluruh pemegang saham. 

Pengemabilan keputusan selalu 
melalui rups 

 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  
  Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain Semua pemegang saham 
 8) dalam pelaksanaan aksi korporasi. sepakat atas pelaksanaaan aksi 
   korporasi 
  Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain Perkembangan kinerja BPR 
 9) melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya. selalu sejalan dengan yang 
   sudah direncanakan 
  Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, Pemegang Saham tidak pernah 
  mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, melakukan benturan 
  dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepentingan, antara lain tidak 
 10) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. pernah dpt suku bunga lebih 

rendah, bunga deposito lebih 
   tinggi dari pada yang diberikan 
   ke masyarakat. 



  
11) 

Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan 
penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran 
dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta 
mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. 

Tidak berpengaruh dengan 
bmpk atas pembagian laba 
kepada pemegang saham. 

 
KESIMPULAN Nilai Faktor 1 

a. Struktur:  
 
 
 
 
 
 

 
2(dua) 

1) Faktor Positif: BPR telah memenuhi peraturan perundang undangan 
yang berlaku. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: Pemegang saham dapat mengkomunikasikan dan 

melakukan pemantauan secara berkala. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : Perkembangan kinerja BPR berjalan dengan baik. 

2) Faktor Negatif : tidak ada 



B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 

2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 

 
1) 

Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang 
membawahkan fungsi kepatuhan. 

Bpr telah memiliki 2 direksi 
sesuai dengan peraturan OJK 
dan salah satunya telah 
ditetapkan sebagai direktur 
yang membawahi fungsi 
kepatuhan. 

 
2) 

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Semua direksi berdomisili di 
wilayah provinsi dekat dengan 
kantor pusat berada. 

 
3) 

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa 
keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan. 

Untuk semua anggota direksi 
tidak merangkap jabatan lain 
selain di bpr bersangkutan. 

 
4) 

Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan 
hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Anggota direksi telah 
memenuhi peryaratan 
sebagaimana yang diatur oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 

 
5) 

Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur 
organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk 
Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam 
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. 

 
Direksi belum sepenuhnya 
memenuhi sdm yang tersedia. 

 
 

6) 

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi 
yang memuat paling sedikit: 
a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; 
b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan 
c. prosedur pengambilan keputusan Direksi. 

 
Direksi sudah memiliki 
pedomannya untuk diterapkan. 

 
7) 

Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat 
Eksekutif dan pegawai BPR. 

Direksi telah menyusun dan 
menetapkan kebijakan 
tersebut. 

 
8) 

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa 
profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Direksi BPR tidak menggunakan 
penasihat perorangan atau/dan 
penyedia jasa profesional 
sebagai konsultan. 

 

 
9) 

Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan 
pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan 
kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan. 

Seluruh Anggota Direksi BPR 
telah lulus uji Kemampuan dan 
Kepatutan sehingga dapat 
bertanggung jawab terhadap 
pengelolan BPR sesuai 
ketentuan. 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  

 
 
 

10) 

Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, 
kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak 
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas 
dan wewenang Direksi. 

Direksi BPR melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab secara 
independen dan tidak 
memberikan kuasa umum 
kepada siapa pun yang dapat 
mengakibatkan peralihan tugas 
dan wewenang tanpa batas. 

 
11) 

Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, 
dan kepatuhan secara terintegrasi. 

Direksi BPR telah melakukan 
penerapan prinsip tata kelola, 
manajemen risiko, dan 
kepatuhan secara terintegrasi. 



  
 

 
12) 

Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk 
temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan 
temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, 
dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau otoritas lain. 

Direksi BPR menindaklanjuti 
temuan audit dan rekomendasi 
dari Pejabat Eksekutif sebagai 
Audit Intern,auditor ekstern 
dan hasil pengawasan Otoritas 
Jasa Keuangan dan/atau dari 
hasil pengawasan otoritas 
lainnya. 

 
 

13) 

Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat 
waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan 
Komisaris. 

Direksi BPR menyediakan data 
informasi secara 
lengkap,akurat, terkini dan 
tepat waktu kepada Dewan 
Komisaris. 

 
14) 

Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman 
dan tata tertib kerja. 

Pengambilan keputusan Direksi 
sesuai dengan pedoman dan 
tata tertib yang berlaku. 

 
 

15) 

Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi 
memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu 
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Pengambilan keputusan rapat 
Direksi yang bersifat strategis 
dilakukan secara musyawarah 
mufakat dengan suara 
terbanyak. 

 
 

16) 

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, 
dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan 
BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari 
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 

Direksi tidak menggunakan BPR 
untuk kepentingan 
pribadi,keluarga dan/atau pihak 
lain yang dapat merugikan atau 
mengurangi keuntungan BPR. 

 
 
 
 

 
17) 

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan 
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan 
perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang 
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

Direksi BPR selalu 
meningkatkan pengetahuan 
tentang perbankan dan 
perkembangan terkini di bidang 
keuangan/lainnya yang 
mendukung pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab dan 
seluruh karyawan diikut 
sertakan dalam pelatihan dalam 
rangka pengembangan kualitas 
individu dengan cara mengikuti 
pelatihan. 

 

 
18) 

Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai 
kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban 
pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan 
menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses 
oleh seluruh pegawai. 

Direksi telah menginfokan ke 
seluruh pegawai mengenai 
kebijakan BPR yang 
mempengaruhi hak & 
kewajiban dalam rangka 
pencapaian visi misi BPR. 

 

 
19) 

Direksi mengungkapkan: 
a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan 

lain; dan 
b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat 

kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain 
dan/atau pemegang saham BPR. 

Direksi telah mengungkapkan 
kepemilikan saham dan 
hubungan keuangan kepada 
anggota dewan komisaris, 
anggota direksi lain dan kepada 
pemegang saham BPR 

 
20) 

Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta 
mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab. 

Direksi BPR selalu bertanggung 
jawab menjaga integritas dan 
laporan keuangan untuk tetap 
baik 

21) Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja 
anggota Direksi secara konsisten. 

Direksi telah mengevaluasi 
secara konsisten. 

22) Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan 
pegawai BPR. 

Direksi telah mengevaluasi 
secara berkala. 



 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  

 
23) 

Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang 
saham melalui RUPS. 

Direksi BPR 
mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugasnya kepada 
pemegang saham melalui RUPS. 

 
24) 

Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas 
kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR. 

Pegawai diikutsertakan dalam 
implementasi atas kebijakan 
strategis untuk mencapai visi 
dan misi BPR. 

 
25) 

Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh 
anggota Direksi. 

Direksi selalu bertanggung 
jawab atas keputusan yang 
telah dibuat untuk seluruh 
anggota Direksi 

 
26) 

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi 
dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati. 

Hasil rapat Direksi dituangkan 
dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik. 

 
 

27) 

Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota 
Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh 
tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan 
peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai 
ekspektasi stakeholders. 

Terdapat peningkatan kinerja 
seluruh Anggota Direksi dan 
seluruh pegawai dalam 
penyelesaian masalah dan 
pencapaian hasil. 

 
 

28) 

Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola 
kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 

Direksi BPR menyampaikan 
laporan penerapan Tata Kelola 
kepada pihak-pihak yang diatur 
didalam Otoritas Jasa 
Keuangan. 

 
KESIMPULAN Nilai Faktor 2 

a. Struktur:  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 (dua) 

1) Faktor Positif: BPR telah memiliki Direksi dengan mengikuti ketentuan 
dari Otoritas Jasa Keuangan. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: Direksi telah menginfokan ke seluruh pegawai mengenai 

kebijakan BPR yang mempengaruhi hak & kewajiban dalam rangka 
pencapaian visi misi BPR. 

2) Faktor Negatif:tidak ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : Direksi akan melaporakan laporan-laporan sesusai 

ketentuan yang berlaku. 

2) Faktor Negatif : tidak ada 



C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN 
KOMISARIS 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 

3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan 
Komisaris 

 

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 
1) 

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai 
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Jumlah anggota komisaris BPR sudah 
sesuai dengan ketentuan yang ada, 
1. Komisaris Utama dan 1 Komisaris 
Independen. 

 
2) 

Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai 
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Dewan komisaris bertempat tinggal 
di provinsi lain tetapi berbatas 
dengan lokasi kantor Pusat BPR 

 
 

3) 

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang 
bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling 
sedikit memuat: 
a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan 
b. pengaturan rapat Dewan Komisaris. 

 
Pada saat ini Dewan Komisaris BPR 
memiliki pedoman dan tata tertib 
kerja. 

 
4) 

Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Dewan Komisaris BPR tidak 
merangkap jabatan dan sudah sesuai 
dengan ketentuan OJK. 

 
 

5) 

Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan 
hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Anggota Dewan Komisaris telah 
memenuhi persyaratan terkait 
hubungan keluarga, hubungan 
keuangan dan kepemilikan saham 
sesuai dengan ketentuan OJK 

 

 
6) 

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan 
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau 
pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat 
memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 

Komisaris Independen tidak ada 
hubungan 
keuangan,kepengurusan,kepemilikan 
saham atau hubungan keluarga 
dengan Dewan Komisaris lain atau 
Direksi dan Pemegang saham. 

 

 
7) 

Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan 
kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan 
dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian 
agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR. 

Seluruh Anggota Dewan Komisaris 
telah lulus Uji kemampuan dan 
kepatutan dan telah diangkat melalui 
RUPS. Sehingga dapat 
mengimplementasikan kompetensi 
yang dimiliki pada BPR. 

 
8) 

Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi 
bagi Direksi dan Dewan Komisaris. 

Dewan Komisaris telah menyusun 
kebijakan remunerasi dan nominasi 
untuk direksi dan dewan komisaris 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  

 
 
 

9) 

Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan 
prinsip kehatihatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang 
mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, 
dan/atau keputusan RUPS. 

Dewan Komisaris melaksanakan 
tugas tanggung jawab dan 
wewenang kepada karyawan agar 
tetap menjaga integritas sesuai 
dengan perundang-undangan, 
angaran dasar, dan keputusan RUPS 

 

 
10) 

Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi 
pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan 
strategis BPR sesuai ketentuan. 

Dewan Komisaris selalu 
mengarahkan, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan tata 
kelola dan manajemen risiko sesuai 
kebijakan strategis BPR. 



  
 
 

 
11) 

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan 
kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana 
kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan 
mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain 
yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 

Dewan Komisaris BPR tidak terlibat 
dalam pengambilan keputusan 
kegiatan operasional BPR, Kecuali 
dalam hal penyediaan dana kepada 
pihak terkait sebagaimana diatur 
dalam ketentuan mengenai batas 
maksimum pemberian kredit BPR 
dan hal-hal lain yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang- 
undangan 

 
 

 
12) 

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti 
temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat 
pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan 
rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan 
fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan 
Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga 
lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan 
dokumen hasil tindak lanjut temuan. 

 
Dewan komisaris BPR telah 
memastikan Direksi menindaklanjuti 
temuan audit intern,audit 
ektern,hasil pengawasan Otoritas 
Jasa Keuangan dan hasil pengawasan 
Otoritas lainnya. 

 
13) 

Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan 
mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR. 

Direksi melakukan penjelasan 
kepada dewan komisaris saat 
melakukan rapat. 

14) Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan 
tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten. 

Dewan komisarsi melalakukandan 
mengevaluasi secara berkala. 

 

 
15) 

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai 
dengan pedoman dan tata tertib kerja. 

Dewan Komisaris BPR menyediakan 
waktu yang cukup untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab secara optimal dengan 
menyelenggarakan Rapat Dewan 
komisaris 

 
 

16) 

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara 
berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah 
dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk 
mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja 
Dewan Komisaris. 

Dewan Komisaris terlebih dahulu 
melakukan musyawarah sesuai 
dengan pedoman dan tata tertib 
sebelum rapat. 

 
 
 

17) 

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk 
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat 
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak 
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, 
selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 

Dewan Komisaris BPR tidak 
memanfaatkan BPR untuk 
kepentingan pribadi, keluarga 
dan/atau pihak lain yang 
merugikan atau mengurangi 
keuntungan BPR. 

 
 
 

18) 

Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi 
dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan 
Komisaris. 

Dewan Komisaris BPR telah 
melakukan pemantauan 
terhadap laporan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab 
anggota Direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan 
yang memerlukan tindak lanjut. 

 

19) 

Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului 
oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan 
remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris. 

Dewan Komisaris dan Direksi 
mengajukan RUPS terkait 
kebijakan remunerasi dan 
nominasi 

 
20) 

Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan 
evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan 
Komisaris. 

Dewan komisaris melakukan 
tugas dan evalusi secara berkala 
atas tugas komite yang dibentuk. 



  
 

21) 

Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap 
kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris. 

Dewan Komisaris selalu 
mengevaluasi kebijakan 
remunerasi dan nominasi untuk 
setiap anggota direksi dan 
anggota dewan komisaris 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  
 

22) 
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang 
saham melalui RUPS. 

Dewan komisaris bertanggung jawab 
atas pelaksanaan tugas kepada 
pemegang saham. 

 
23) 

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh 
anggota Dewan Komisaris. 

Hasil rapat Dewan Komisaris BPR 
dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik. 

 
24) 

Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. 

Dewan komisaris memperhatikan 
prinsip keadilan dan kewajaran 
dalam kebijakan yang diambil. 

 
25) 

Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi 
Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, 
akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 

Dewan komisaris menyampaikan 
laporan kepada otoritas jasa 
keuangan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

 

 
26) 

Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian 
anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan 
peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, 
penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian 
hasil sesuai ekspektasi stakeholders. 

 
Dengan mengikuti dan lulusnya hasil 
uji kompetensi sertfikasi maka 
dewan komisaris dapat 
meningkatkan kualitas di BPR. 

 
KESIMPULAN Nilai Faktor 3 

a. Struktur:  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 (dua) 

1) Faktor Positif: Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan 
yang berlaku. 

2) Faktor Negatif: Tidak Ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: Dewan Komisaris melaksanakan tugas tanggung jawab 

dan wewenang kepada karyawan agar tetap menjaga integritas sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Faktor Negatif: Tidak ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : Dewan Komisaris dapat meningkatan kualitas BPR dengan 

kompetisi sertifikasi yang sudah dimiliki. 

2) Faktor Negatif : Tidak Ada 



D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 

4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

1) BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

2) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing 
komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  

 
 

3) 

Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain 
komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur 
utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko 
berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam 
mengevaluasi permohonan kredit. 

 

4) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain 
dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 

 

 
5) 

Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik 
antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi 
manajemen risiko. 

 

 

 
6) 

Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan 
baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan 
remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan 
memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan 
dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 

 

 
7) 

Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk 
menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib 
kerja. 

 

8) Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja 
komite secara konsisten. 

 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  

 
9) 

Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait 
penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta 
mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi. 

 

 
10) 

Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta 
kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan 
seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. 

 

 
11) 

Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota 
komite. 

 



 
 

KESIMPULAN Nilai Faktor 4 
a. Struktur:  

1) Faktor Positif: 

2) Faktor Negatif: 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: 

2) Faktor Negatif: 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : 

2) Faktor Negatif : 



E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 

4 Penanganan Benturan Kepentingan  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 

 
1) 

BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap 
pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan 
kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan 
dokumentasi. 

BPR akan mereview kebijakan, 
sistem dan prosedur 
penyelesaian mengenai 
benturan kepentingan yang 
mengikat setiap pengurus dan 
pegawai BPR. 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  
 

 
2) 

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota 
Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan 
benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi 
adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan 
tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi 
keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan. 

Anggota Dewan Komisaris, 
Anggota Direksi dan Pejabat 
Eksekutif BPR tidak mengambil 
tindakan yang dapat merugikan 
BPR 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  

 
 

3) 

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan 
pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, 
termasuk potensi benturan kepentingan. 

Semua anggota direksi, dewan 
komisaris, pejabat eksekutif 
sertra pegawan akan 
menghindari benturan 
kepentingan didalam BPR. 

 
4) 

Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi 
keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan 
serta telah terdokumentasi dengan baik. 

Dalam hal ini BPR tidak ada 
Benturan kepentingan yang 
dapat merugikan BPR atau 
mengurangi keuntungan BPR. 

 
5) 

BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik. BPR selalu berusaha untuk tidak 
melakukan benturan 
kepentingan agar tidak 
merugikan pihak BPR. 

 
KESIMPULAN Nilai Faktor 5 

a. Struktur:  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (dua) 

1) Faktor Positif: BPR memiliki Prosedur agar tidak melakukan benturan 
kepentingan. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: BPR tidak mengambil tindakan yang berpotensi 

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : Pengurus BPR akan selalu menghindari benturan 

kepentingan agar tidak merugikan pihak BPR. 

2) Faktor Negatif : tidak ada 



F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 

6 Penerapan Fungsi Kepatuhan  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 
1) 

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Anggota direksi yang 
membawahi fungsi kepatuhan 
telah memenuhi persyaratan 
yang berlaku. 

 
2) 

BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang 
menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

BPR sudah menunjuk Pejabat 
Eksekutif yang menangani 
Fungsi Kepatuhan. 

 
 

3) 

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi 
kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem 
dan prosedur kepatuhan. 

Pejabat Eksekutif fungsi 
kepatuhan sudah menyusun 
dan/atau mengkinikan 
pedoman kerja, sistem dan 
prosedur kepatuhan. 

 
4) 

BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan 
kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat 
Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas 
secara efektif. 

BPR telah memiliki ketentuan 
mengenai tugas dan tanggung 
jawab Pejabat Eksekutif yang 
menangani Fungsi Kepatuhan 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  

 
 
 

5) 

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan 
strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara 
lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada 
visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan 
terkini. 

 
Direksi yang membawahkan 
fungsi kepatuhan selalu 
melakukan upaya untuk 
mendorong terciptanya budaya 
kepatuhan dengan melalui 
sosialisasi atau pelatihan 
dengan ketentuan terkini. 

 
6) 

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan 
kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

Direksi yang membawahi fungsi 
kepatuhan akan memastikan 
seluruh ketentuan sesuai 
dengan peraturan. 

 
 
 

7) 

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi 
kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 
pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. 

Pejabat Eksekutif melakukan 
review pengkinian kebijakan, 
ketentuan, prosedur sesuai 
dengan ketentuan Otoritas jasa 
keuangan dan perundang- 
undang yang berlaku. 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  

 
 

8) 

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. BPR telah menerapkan kehati- 
hatian dan meminimalisir 
tingkat pelanggaran terhadap 
ketentuan yang berlaku. 

 
 
 
 

9) 

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan 
laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 

Direksi BPR yang 
membawahkan fungsi 
kepatuhan akan menyampaikan 
laporan khusus kepada Otoritas 
Jasa Keuangan apabila terdapat 
kebijakan atau keputusan 
Direksi yang menyimpang dari 
aturan yang berlaku. 



KESIMPULAN Nilai Faktor 6 
a. Struktur:  

 
 
 
 
 
 

 
2(dua) 

1) Faktor Positif: BPR telah memiliki prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu 

melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : BPR telah menerapkan kehati-hatian sehingga dapat 

meminimalisirkan pelanggaran. 

2) Faktor Negatif : tidak ada 



G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 

7 Penerapan Fungsi Audit Intern  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 
 

1) 

BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang 
melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

BPR telah menujuk Pejabat 
Eksekutif yang bertanggung 
jawab terhadap dalam 
pelaksanaan fungsi audit intern 
pada BPR. 

 
 
 
 

2) 

melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan 
pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan 
Komisaris. 

Petugas Audit intern BPR 
memiliki pedoman kerja serta 
sistem dan prosedur untuk 
melaksanakan tugas Audit 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
telah disetujui oleh Direktur 
Utama dan Dewan Komisaris 
BPR. 

 
 

3) 

Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan 
fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional. 

Petugas Audit Intern BPR 
bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan Audit intern 
terhadap bagian Operasional 
BPR. 

 
4) 

Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan 
fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. 

Petugas Audit Intern BPR 
bertanggung jawab langsung 
kepada Direktur Utama BPR. 

 
 
 

5) 

BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan 
kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang 
melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif. 

BPR menunjuk Petugas Audit 
Intern untuk mengikuti 
pelatihan dan sosialisasi untuk 
mengembangkan pengetahuan 
sumber daya manusia yang 
melaksanakan fungsi audit 
intern. 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  

 
 
 

6) 

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit 
intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung 
diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. 

BPR telah menerapkan fungsi 
audit intern sesuai ketentuan 
maupun pedoman Audit Intern 
yang telah disusun dengan 
aspek dan unsur kegiatan BPR 
kepada masyarakat. 

 

 
7) 

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang 
memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan 
kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern. 

Sesuai kebijakan SOP audit 
direview oleh Direktur yang 
membawahkan fungsi 
kepatuhan atas persetujuan 
Direktur Utama dan diketahui 
oleh Dewan Komisaris BPR. 

 
8) 

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara 
independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan 
program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak 
lanjut hasil audit. 

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 
dilaksanakan sesuai dengan 
pedoman yang di susun oleh 
BPR. 

 
 

9) 

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya 
manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan 
fungsi audit intern. 

BPR akan meningkat kan mutu 
keterampilan fungsi Audit 
intern dengan mengikuti 
sosialisasi dan pelatihan- 
pelatihan yang sesuai dengan 



   pengembangan fungsi audit 
intern. 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  

 
 

10) 

BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan 
sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan. 

Petugas Audit Intern BPR akan 
menyampaikan laporan 
pelaksanaan dan pokok-pokok 
hasil audit dan laporan khusus 
apabila ada penyimpang 
kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

 
11) 

BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat 
waktu. 

BPR telah menyampaikan hasil 
Audit sesuai dengan ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan 

 
KESIMPULAN Nilai Faktor 7 

a. Struktur:  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 (dua) 

1) Faktor Positif: 
BPR telah memiliki PE Audit intern dan akan melakukan tugas nya seusai 
dengan peraturan atau prosedur yang berlaku. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: Petugas Audit Intern melakukan audit di BPR sesuai 

dengan prosedur yang berlaku BPR dan akan dilaporkan sesuai dengan 
pertauran Otoritas Jasa Keuangan. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : Audit Intern akan menyampaikan laporan sesuai dengan 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

2) Faktor Negatif : tidak ada 



H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 

8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 
 

 
1) 

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 
(KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang 
lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu 
penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan 
KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan 
Publik) yang memadai. 

BPR telah menugaskan audit 
kepada Kantor Akuntan Publik 
(KAP) dengan memenuhi aspek 
legalitas,perjanjian kerja,ruang 
lingkup audit,standar 
propesional akuntan publik, 
dan komunikasi antara Otoritas 
Jasa Keuangan. 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  
 

 
2) 

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk 
Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta 
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris 
dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah 
memiliki komite audit). 

BPR menunjuk Akuntan Publik 
yang terlah terdaftar di Otoritas 
Jasa Keuangan serta 
memperoleh persetujuan RUPS 
berdasarkan usulan Dewan 
Komisaris. 

 
3) 

BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada 
Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. 

BPR telah melaporkan hasil 
audit KAP kepada otoritas jasa 
keuangan. 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  

 
4) 

Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan 
BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan 
berkualitas. 

Hasil Audit KAP telah 
menggambarkan permasalahan 
BPR dan disampaikan secara 
tepat waktu. 

 
5) 

Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Hasil Audit KAP sudah 
mencakup paling sedikit ruang 
lingkup audit sesuai ketentuan 
otoritas jasa keuangan. 

 
KESIMPULAN Nilai Faktor 8 

a. Struktur:  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 (Satu) 

1) Faktor Positif: pihak BPR menugaskan pihak Audit KAP untuk memeriksa 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

2) Faktor Negatif: Tidak Ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: Audit KAP yang dipilih BPR yaitu yang sudah terdaftar 

pada OJK dan sudah memproleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan 
Dewan Komisaris. 

2) Faktor Negatif: Tidak Ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : Hasil yang dilakukan oleh Audit KAP sesuai dengan 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

2) Faktor Negatif : Tidak Ada 



I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 

 
9 

Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 
 

1) 

BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang 
bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai 
dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian 
uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan. 

BPR telah menunjuk satuan 
kerja yang bertanggung jawab 
dan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

 
2) 

BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur 
manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. 

BPR memiliki dan mengkinikan 
kebijakan manajemen risiko, 
prosedur manajemen resiko 
dan penetapan limit resiko. 

 
 
 

3) 

BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis 
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas 
baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BPR memiliki dan menginikan 
kebijakan dan prosedur secara 
tertulis mengenai pengelolaan 
risiko yang melekat pada 
produk dan aktivitas baru 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  

 

 
4) 

Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung 
jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan 
permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang 
dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Satuan Kerja yang dipilih akan 
melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab sesuai kebijakn 
prosedur yang ditetapkan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 

 
 
 
 

5) 

Direksi: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko 

secara tertulis; 
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan 

persetujuan Direksi; 
c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan 
d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala 

terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang 
dan pencegahan pendanaan terorisme. 

 
 

Direksi bertanggung jawab 
menyusun, mengevaluasi, 
melakukan kebijakan startegi 
manajemen risiko secara 
berkala. 

 
 
 
 
 

6) 

Dewan Komisaris: 
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; 
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan 

kebijakan manajemen risiko; 
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan 

dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; 
d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan 

dan strategi manajemen risiko; dan 
e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala 

terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang 
dan pencegahan pendanaan terorisme. 

Dewan Komisaris telah 
menyetujui dan mengevaluasi 
kebijakan manajemen risiko, 
mengevaluasi pertanggung 
jawaban Direksi dan 
pelaksanaan kebijakan 
manajemen risiko serta 
mengevaluasi dan memutuskan 
permohonan Direksi yang 
berkaitan dengan transaksi 
yang memerlukan persetujuan 
Dewan Komisaris 

 
7) 

BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 
pengendalian risiko terhadap seluruh risiko. 

BPR malakukan proses 
identifikasi, pengukuran, 
pemantauan dan pengendalian 
risiko terhadap seluruh risiko. 

 

8) 

BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara 
terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang 
diperlukan. 

Dalam menerapkan tata 
kelola, manajemen risiko, 
dan kepatuhan BPR 
didukung dengan 



   kebijakan/prosedur yang 
diperlukan. 

 
9) 

BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan 
pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai 
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

BPR telah menerapkan 
sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

 
10) 

BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

BPR telah menerapkan 
strategi anti fraud secara 
efektif. 

 
11) 

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. BPR menerapkan sistem 
pengendalian intern yang 
menyeluruh. 

 

12) 

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Sesuai dengan ketentuan 
otoritas jasa keuangan BPR 
menerapkan manajemen 
risiko berlaku. 

 
13) 

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi 
manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang 
lengkap, akurat, kini, dan utuh. 

BPR memiliki sistem 
informasi manajemen yang 
baik dan memadai. 

 
14) 

Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada 
seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya 
manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai 
manajemen risiko. 

Direksi mendaftarkan SDM 
di BPR untuk mengikuti 
pelatihan dan sosialisasi. 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  
 

 
15) 

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang 
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas 
Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko 
dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. 

BPR telah menyusun laporan 
profil risiko sesuai dengan 
ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan untuk mendukung 
penerapan manajemen risiko 
yang baik. 

 
16) 

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan. 

Melaporkannya kepada pihak 
Otoritas Jasa Keuangan Jika ada 
produk yang baru. 

  
17) 

BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti 
fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak 
signifikan. 

BPR melaporkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

 
KESIMPULAN Nilai Faktor 9 

a. Struktur:  
 
 
 
 
 
 

 
2 (dua) 

1) Faktor Positif: BPR telah memiliki prosedur dan melakukan sesuai 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: 

BPR menjalankan tugas dan tanggung jawan sesuai dengan peraturan 
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : BPR telah menyusun dan melaporkan kepada pihak 

Otoritas Jas Keuangan. 

2) Faktor Negatif : tidak ada 



 

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 
10 Batas Maksimum Pemberian Kredit  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 

 
1) 

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang 
memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak 
terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan 
penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari 
pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

 
BPR telah memiliki kebijakan, 
sistem dan prosedur pemberian 
kredit. 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  

 
 

2) 

BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan 
prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan 
perundangundangan. 

BPR mengevaluasi dan 
mengkinikan kebijakan apa bila 
ada penyesuaian dengan 
perundang-undangan yang 
terbaru. 

 
 

 
3) 

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau 
pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian 
maupun peraturan perundang-undangan. 

Pemberian kredit pihak terkait/ 
pemberian kredit besar sudah 
sesuai dengan ketentuan 
otoritas Jasa keuangan tentang 
BMPK dengan memperhatikan 
prinsip kehati-hatian maupun 
perundang-undangan yang 
berlaku. 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  

 
 

4) 

Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau 
pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah 
disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar 
dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

BPR akan menyampaikan 
laporan apabila pemberian 
kredit yang melanggar atau 
melampaui BMPK kepada 
otoritas jasa keuangan. 

 

5) 

BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan. 

BPR tidak melanggar dan/atau 
melampaui BMPK sesuai 
ketentuan Otoritas jasa 
keuangan. 



 
 
 

KESIMPULAN Nilai Faktor 10 
a. Struktur:  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 (dua) 

1) Faktor Positif: BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur pemberian 
kredit. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: BPR memberikan kredit sesuai ketentuan OJK dan 

menrapkan prinsip Kehati-hatian. 

2) Faktor Negatif: tidak ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : BPR akan mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku di 

Otoritas Jas Keuangan. 

2) Faktor Negatif : tidak ada 



K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 
11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 
1) 

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang 
didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai 
ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk 
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 

BPR memiliki sistem pelaporan 
keuangan dan non keuangan 
yang sesuai ketentuan yang ada 
di BPR 

 
 
 

2) 

BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang 
didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam 
rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh 
Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. 

BPR menggunakan sistem 
informasi manajemen yang 
memadai untuk meningkatkan 
kualitas pengambilan 
keputusan dan pengawasan 
oleh direksi dan dewan 
komisaris. 

3) BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan 
dan sistem teknologi informasi. 

BPR memiliki kebijakan dan 
prosedur tersebut. 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  

 
 

4) 

BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen 
risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. 

BPR memperhatikan prinsip 
penerapan tata kelola dan 
manajemen risiko dalam rangka 
penggunaan dan pemanfaatan 
teknologi informasi. 

 
 
 

5) 

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan 
materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, 
susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan. 

BPR telah menyusun laporan 
keuangan publikasi setiap 
triwulan, informasi lainnya, 
susunan pengurus dan 
komposisi pemegang saham 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan. 

 
 
 
 

6) 

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat 
informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan 
keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, 
laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi 
dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau 
informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan. 

BPR telah menyusun laporan 
tahunan mencakup informasi 
umum,laporan keuangan,opini 
dari akuntan publik atas 
laporan keuangan tahunan. 
serta seluruh aspek sesuai 
dengan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan. 

 
 

 
7) 

BPR melaksanakan transparansi informasiBmengenai produk, layanan 
dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada 
persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

BPR telah melakukan 
transparasi informasi mengenai 
produk,layanan atau 
penggunaan data nasabah 
dengan berpedoman sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan. 

 
 

8) 

BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, 
jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan. 

BPR menyusun dan menyajikan 
laporan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Otoritas Jasa 
keuangan. 



  
9) 

Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi 
sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan 
penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun 
pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja. 

BPR telah menyampaikan 
laporan sesuai dengan kondisi 
sebenarnya perbankan 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  

 
 

10) 

Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa 
keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau 
pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan 
prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. 

BPR tidak melakukan 
penyalahgunaan dan 
pemanfaatan yang tidak sesuai 
dengan prinsip pengelolaan 
perbankan yang sehat. 

 
 

 
11) 

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara 
lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau 
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Laporan tahunan dan laporan 
keuangan publikasi sudah 
ditandatangani oleh Direktur 
Utama dengan mencantumkan 
nama jelas dan lengkap dan te 

 
pat waktu kepada Otoritas Jasa 
Keuangan 

  
12) 

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan 
laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian 
pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 
secara tepat waktu. 

Laporan penanganan 
pengaduan dan penyelesaian 
pengaduan BPR tindak lanjuti 
sesuai ketentuan 

 
 
 
 
 

KESIMPULAN Nilai Faktor 11 
a. Struktur:  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 (dua) 

1) Faktor Positif: BPR menggunakan Sistem Informasi untuk mendukung 
kegiatan yang ada di BPR. 

2) Faktor Negatif: Tidak Ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: BPR telah melakukan transparasi informasi mengenai 

produk,layanan atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

2) Faktor Negatif: Tidak Ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : BPR menerapkan pengelolaan perbankan yang sehat. 

2) Faktor Negatif : Tidak Ada 



L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS 
No KRITERIA / INDIKATOR KETERANGAN 
12 Rencana Bisnis  

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  

 
1) 

Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan 
telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai 
dengan visi dan misi BPR. 

Direksi BPR telah menyusun 
Rencana Bisnis dan disetujui oleh 
Dewan Komisaris sesuai dengan visi 
dan misi BPR. 

 
 
 

2) 

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka 
panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan 
permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR 
yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Direksi BPR menyusun Rencana 
Bisnis menggambarkan rencana 
strategis jangka panjang,termasuk 
rencana penyelesaian 
permasalahan BPR yang signifikan 
sesuai dengan ketentuan Otoritas 
Jasa keuangan. 

 
 

 
3) 

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham 
dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang 
memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, 
jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. 

Pemegang saham mendukung 
Rencana Bisnis yang dibuat Direksi. 
Pemegang Saham BPR 
berkomitmen untuk memperkuat 
Sumber daya manusia, 
Permodalan,infrastruktur,Teknologi 
Informasi, Jaringan Kantor, 
Kebijakan dan Prosedur. 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  

 
 
 
 

4) 

Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan 
terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: 
a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi 

kelangsungan usaha BPR; 
b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan 
c. penerapan manajemen risiko. 

BPR Telah menyusun Rencana 
Bisnis dengan mempertimbangkan 
Faktor Ekstern dan Internal yang 
dapat mempengaruhi 
kelangsungan usaha BPR, mengacu 
pada azas perbankan yang sehat 
dan prinsip kehati hatian serta 
penerapan manajemen risiko. 

 
5) 

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
rencana bisnis BPR. 

Dewan komisaris telah 
melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan rencana 
Bisnis. 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  

 
6) 

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan. 

Rencana Bisnis yang di buat oleh 
BPR telah disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan sesuai 
dengan ketentuan. 

 
7) 

Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis 
tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas 
komitmen pemegang saham. 

Indikator kinerja keuangan dan 
nonkeuangan dalam rencana bisnis 
sesuai dengan target yang 
ditetapkan BPR 



KESIMPULAN Nilai Faktor 12 
a. Struktur:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (dua) 

1) Faktor Positif: RBB yang disusun oleh direksi sudah disetujui oleh Dewan 
Komisaris 

2) Faktor Negatif: Tidak Ada 

b. Proses: 
1) Faktor Positif: BPR Telah menyusun Rencana Bisnis dengan 

mempertimbangkan Faktor Ekstern dan Internal yang dapat 
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dan telah diawasi oleh Dewan 
Komisaris. 

2) Faktor Negatif: Tidak Ada 

c. Hasil: 
1) Faktor Positif : BPR akan menyampaikan RBB yang dibuat dengan 

ketentuan OJK. 

2) Faktor Negatif : Tidak Ada 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LAPORAN 
PELAKSANAAN TUGAS 

ANGGOTA DIREKSI 
YANG MEMBAWAHKAN 

FUNGSI KEPATUHAN 
Periode Juni 2025 



 

LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS 
ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN 

PT BPR MARCORINDO PERDANA 
       Periode Juni 2025 

 
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang 

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat 
Syariah, sebagaimana yang diatur pada pasal 76, ayat (1) huruf a, BPR wajib menysun laporan 
pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan menyampaikan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

 
Laporan pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berisi 

cakupan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang 
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat. 

 
Sehubungan hal tersebut maka laporan pokok-pokok pelaksanaan dan hasil evaluasi 

tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ini dibuat untuk disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 



 

A. INFORMASI UMUM 
1) STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi PT.BPR MARCORINDO PERDANA yang disusun sebagai berikut 
(terlampir) : 

Struktur Kantor Pusat 
 



Struktur Kantor Cabang 
 



1.1. Susunan Direksi: 
Susunan Direksi PT BPR MARCORINDO PERDANA adalah sebagai berikut : 

No Nama NIK Jabatan Status 
Kepegawaian 

Tingkat 
Pendidikan 

Lama Masa 
Jabatan 

1 Syamsurizal 3674062308780008 Direktur 
Utama 

Tidak 
Berubah 

S1 15 Oktober 2024 
s/d 15 Oktober 
2027 

2 Supartini 3174055109730006 Direktur yang 
membawahkan 
fungsi 
kepatuhan 

Tidak 
Berubah 

S1 15 Oktober 2024 
s/d 15 Oktober 
2027 

3 Dicky Ossa 
Soeryadi 

3171060810530004 Komisaris 
Utama 

Tidak 
Berubah 

S1 01 April 2023 s/d 
01 April 2028 

4 Abdul Salam 
Chaslan 

3174030105580002 Komisaris Pengangkatan 
Kembali 

S2 08 Juni 2025 s/d 
08 Juni 2027 

5 Truly Aktina 3674066908700006 PE Manajer 
Operasional 

Tidak 
Berubah 

D3 2017 s/d saat ini 

6 Elgi Dika 
Setiawan 

3674031107940002 PE Kepatuhan, 
Manajemen 
Risiko, APU 
PPT dan SAF 

Pengangkatan 
Baru 

S1 2025 s/d saat ini 

7 Rifaldi Ihsan 3174060505970001 PE Internal 
Audit 

Tidak 
Berubah 

S1 2023 s/d saat ini 

8 Zainal Arifin 3174051202860003 PE Kepala 
Cabang 

Tidak 
Berubah 

D3 2023 s/d saat ini 

 



 
 

2) KETENTUAN INTERN 
Berikut adalah SK Direksi dan Ketentuan Intern yang dibuat oleh PT BPR 
MARCORINDO PERDANA : 

No Nama Ketentuan Intern Nomor SK Direksi Tanggal SK 
Keterangan 

1 WEWENANG DIREKSI 378A/SK-DIR/BPR- 
MP/VIII/2024 

30 
Agustus 2024 

PE Kepatuhan 

2 SK KEWAJIBAN SEGERA 
KIRIMAN UANG MASUK 

467/SK- 
DIR/BPRMP/X/2024 

25 
Oktober 2024 

PE Kepatuhan 

3 WEWENANG PE INTERNAL 
AUDIT 

454A/SK- DIR/BPRMP/2024 15 
Oktober 2024 

PE Kepatuhan 
 

4 SK PENERAPAN STARTEGI 
ANTI FRAUD 

443/SK- 
PEG/BPRMP/X/2024 

04 
Oktober 2024 

PE Kepatuhan 

5 SK REKRUTMEN KARYAWAN 
OJT 

451/SK- 
DIR/BPRMP/X/2024 

14 
Oktober 2024 

PE Kepatuhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN 
1) PELAKSANAAN SOSIALISASI & PELATIHAN 

Selama periode laporan ini telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain sbb : 

 
No Pelatihan Tanggal 

Pelatihan 
Pihak 

Pelaksana 
Nama Pihak 
Pelaksana 

Kategori 
Pelaksana 

Keterangan 
Peserta 

Jumlah 
Peserta 

Uraian 
Kegiatan 

1 Pelatihan 
Penilaian dan 

Pelaporan TKS, 
Profil Resiko 

dan Tata 
Kelola 

13 
Januari 
2025 

Eksternal 
BPR 

ZINSARI Satuan 
Kerja atau 

Pejabat 
Eksekutif 

Truly 
Aktina dan 

Chintya 
Veranda 

2 Pelatihan 
Penilaian dan 

Pelaporan TKS, 
Profil Risiko dan 

Tata Kelola 

2 Palatihan 
Service 

Excellent 

18 
Februari 

2025 

Eksternal 
BPR 

PERBARINDO Satuan 
Kerja atau 

Pejabat 
Eksekutif 

Afifah 
Zahra dan 
Hartawan 

2 Pelatihan 
Service 

Excellent 

3 Pelatihan 
Implementasi 
Coretax untuk 

BPR/BPRS 

20 
Februari 

2025 

Eksternal 
BPR 

PERBARINDO Satuan 
Kerja atau 

Pejabat 
Eksekutif 

Elgi Dika 
Setiawan 

1 Pelatihan 
Implementasi 
Coretax Untuk 

BPR/BPRS 
4 Pelatihan 

Laporan 
Tahunan Via 

APOLO 

11 April 
2025 

Eksternal 
BPR 

ZINSARI Satuan 
Kerja atau 

Pejabat 
Eksekutif 

Truly 
Aktina dan 

Chintya 
Veranda 

2 Pelatihan 
Laporan 

Tahunan Via 
APOLO 

5 Pelatihan SAK 
EP  

23-24 
April 
2025 

Eksternal 
BPR 

SINERGI Satuan 
Kerja atau 

Pejabat 
Eksekutif 

Lina 
Budiarti 
dan Rafli 

2 Pelatihan SAK 
EP 

6 Training 
Administrasi 

dan 
Dokumentasi 

Kredit 

12 Juni 
2025 

Eksternal 
BPR 

MLC 
Microfinance 

Learning 
Center 

Satuan 
Kerja atau 

Pejabat 
Eksekutif 

Afifah, 
Hartawan, 
Lina, Elgi, 

Zainal, 
Rafli, 

Gunawan 

7 Training 
Administrasi 

dan 
Dokumentasi 

Kredit 

7 Pelatihan 
Strategi Anti 

Fraud 

24 Juni 
2025 

Eksternal 
BPR 

ZINSARI Satuan 
Kerja atau 

Pejabat 
Eksekutif 

Elgi Dika 
Setiawan 

dan Rifaldi 
Ihsan 

2 Pelatihan 
Strategi Anti 

Fraud 
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LAPORAN PELAKSANAAN DAN HASIL POKOK HASIL AUDIT INTERN 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata 
Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sebagaimana 
yang diatur pada pasal 83, ayat (1) huruf a, BPR wajib menyusun laporan pelaksanaan dan pokok 
hasil audit intern yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola dan disampaikan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
 
Berdasarkan Surat Edaran OJK no 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank 
Perekonomian Rakyat, huruf romawi VIII, angka 6, huruf b, BPR wajib menyampaikan pelaksanaan 
dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan serta setiap temuan audit intern yang 
diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 
 

1. Ruang Lingkup dan Waktu Perlaksaan Audit  
No Ruang Lingkup  Tanggal Pelaksanaan 

Audit  
Tanggal Akhir Pelaksanaan 
Audit 

1 Ruang Lingkup Yang terjadi di 
Bagian Teller 

1. Cash Opname 
2. Pemeriksaan jurnal 

transaksi kas besar  
3. Pemeriksaan voucher 

transaksi kas besar  
4.  Pemeriksaan 

penginputan transaksi 
teller kedalam system  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 – 02 – 03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025- 06 – 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ruang lingkup yang terjadi di 
Bagian Customer Service 

1. Pemeriksaan 
kelengkapan form 
data nasabah  

2. Pemeriksaan APU PPT  
3. Pemeriksaan 

kelengkapan dokumen 
kredit  

4. Pemeriksaan  
persyatatan 
permintaan SLIK 

3 Ruang lingkup yang terjadi di 
bagian Admin Kredit 

1. Pemeriksaan Proposal 
kredit  

2. Pemeriksaan 
kelengkapan 



dokumen-dokumen 
kredit  

3. Pemeriksaan 
perjanjian kredit  
Pemeriksaan asuransi 
kredit  

4. Pemeriksaan data 
nasabah kredit 

5. Pemeriksaan Jaminan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 – 02 – 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 – 06 - 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ruang lingkup yang terjadi di 
bagian Finance  

1. Pemeriksaan 
kelengkapan 
persyaratan asuransi 
debitur  

2. Pemeriksaan form 
pembukaan kas untuk 
pengeluaran bank  

3. Pemeriksaan cek giro  
4. Stock opname bilyet 

deposito  
5. Stock opname buku 

Tabungan 
5 Pemeriksaan Accoounting  

1. Pemeriksaan 
penginputan jurnal 
transaksi ke dalam 
sistem core banking  

2. Pemeriksaan laporan 
keuangan  

3. Memastikan 
kebenaran akun pada 
buku besar sesuai 
dengan laporan 
keuangan  

4. Pemeriksaan rekening 
koran  

5. Pemeriksaan aktiva 
tetap dan inventaris 

 
6 Pemeriksaan Account Officer 

1. Pemeriksaan proposal 
kredit  

2. Kunjungan on the spot 
ke nasabah 

 
 
 
 



7 Pemeriksaan Funding  
1. Pemeriksaan 

kelengkapan 
persyaratan 
pembukaan deposito  

2. Pemeriksaan deposito 
dengan ketentuan 
tertentu  

3. Memastikan bilyet 
deposito asli sudah 
diterima oleh nasabah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025-02-03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025-06-30 

8 Pemeriksaan Collection  
1. Memastikan 

penagihan nasabah 
Kurang Lancar, 
Diragukan dan Macet 
berjalan sesuai 
dengan SOP 

2. Memeriksa Surat 
Peringatan 
SP1,SP2,SP3  

9 Pemeriksaan IT  
1. Pemeriksaan 

perjanjian kerjasama 
dengan vendor core 
banking  

2. Pemeriksaan pusat 
data dan pusat 
pemulihan bencana  

3. Pemeriksaan file 
backup  

4. Pemeriksaan 
autentifikasi data user 
id dan password 
pengguna core 
banking  

5. Pemeriksaan fungsi 
dan otorisasi 
penggunaan core 
banking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Temuan audit 

No Fakta yang terjadi  Tanggal 
Kejadian  

Penyebab 
Kejadian 

Dampak Penyimpangan 

1 Pada pemeriksaan cek 
BCA No cek EK261710 
Tanggal cek belum di tulis 
pada slip untuk 
Pembayaran pajak bulan 
januari 2025, PPH 21,PPH 
25,PPH Bunga tab,PPH 
Bunga depo, PPH 23, PPH 
23. Yang seharusnya di 
tulis tanggal 6 Februari 
2025 

6 Februari 
2025 

Kurangnya 
pengawasan 
tidak adanya 
mekanisme 
pengawasan 
yang efektif 
untuk 
memastikan 
semua dokumen 
telah di tanda 
tangani dengan 
benar 

Validitas dokumen yang kurang 
lengkap tanpa tanda 
tangan,tanggal di anggap tidak 
sah secara hukum dan bisa 
menyulitkan dalam proses 
verifikasi maupun audit 
selanjutnya 

2 Pada pemeriksaan data 
nasabah pada form 
tabungan terdapat 
kesalahan dalam 
penempatan alamat KTP 
lalu pada kelengkapan 
data nasabah terdapat 
kesalahan penempatan 
yang seharusnya diisi KTP 
oleh nasabah di isi di 
kolom NPWP a.n SUTIYO 
No rekening : 
7691005610 Nominal 
Tabungan Rp. 3.220.000 

26 Maret 
2025 

Kurangnya 
pengawasan 
terhadap dan 
sosialisasi. 
Petugas yang 
menerima 
formulir data 
tabungan 
nasabah tidak 
teliti apakah 
semua kolom 
sudah terisi atau 
belum 

Kesulitan dalam verifikasi dan 
validasi data jika terdapat 
kesalahan penempatan pada 
formulir Tabungan berdampak 
pada administrasi dalam bank 
seperti data nasabah jadi tidak 
akurat 

3 Pada pengecekan Form 
Aplikasi Tabungan Masih 
terdapat kekurangan 
fotocopy NPWP pada 
form aplikasi Tabungan 
sedangkan nasabah 
sudah melampirkan 
fotocopy NPWP A.n 
INDRA SETIAWAN No 
rekening : 7691005548 
Nominal Tabungan : 
2.390.879 

07 Maret 
2025 

Kurangnya 
pengawasan 
terhadap dan 
sosialisasi. 
Petugas yang 
menerima 
formulir data 
tabungan 
nasabah tidak 
teliti apakah 
semua kolom 
sudah terisi atau 
belum 

Tidak tercatatnya NPWP 
nasabah pada formulir aplikasi 
tabungan dapat menimbulkan 
beberapa dampak Proses 
pembukaan rekening 
tertunda,ketidakpatu han 
regulasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Pada pemeriksaan 
formulir aplikasi 
tabungan pada nasabah 
a.n Hairudin Setoran 
Tabungan awal Rp. 
10.444.500 nasabah 
kredit Nomer rekening : 

16 Januari 
2025 

Terburu-buru 
dalam 
melakukan 
pengumpulan 
data nasabah 
tabungan dan 
kurangnya 

Aplikasi Tertunda atau Ditolak 
Ini adalah dampak yang paling 
langsung. Bank atau lembaga 
keuangan kemungkinan besar 
akan menunda atau bahkan 
menolak aplikasi tabungan 
Hairudin sampai semua 



1-00740-8 Masih 
terdapat ceklis kosong 
pada kolom 
penghasilan/bulan 

konsentrasi 
pada saat 
pengumpulan 
data dan tidak di 
cek secara 
berkala 

informasi yang diperlukan, 
termasuk penghasilan bulanan, 
terisi lengkap. 

5 Pada pemeriksaan Surat 
peringatan nasabah a.n 
Windi astono kolektor 
belum membuat surat sp 
yang seharusnya terbit 
sedangkan nasabah a.n 
Windi astono sudah Kol 2 
pada tanggal 16 Juni 2025 
Pada plafond awal  
Rp. 120.000.000,- baki 
debet tanggal   
Rp. 117.060.163 

16 Juni 
2025 

Kurangnya 
menyadari 
nasabah dengan 
prioritas 
nasabah yang 
kolektibilitas. 
Kolektor  
mungkin 
memperioritas 
kan metode 
penagihan lain 
(misalnya, 
telpon langsung 
atau kunjungan 
tanpa surat 
resmi) dan 
menanggap SP1 
Sebagai 
formalitas yang 
bisa di tunda 

Minimnya kesadaran dan 
urgensi nasabah tidak 
menyadari sepenuhnya bahwa 
telah memasuki tahapan 
penunggakan serius yang 
memerlukan perhatian segera 
Tanpa SP pesan tentang 
konsekuensi penunggakan 
belum terampaikan secara 
formal kepada nasabah, tanpa 
peringatan formal tunggakan 
akan terus menumpuk, disertai 
dengan denda keterlambatan 
dan bunga yang terus berjalan 
sehingga nasabah mungkin 
tifdak merasa tertekan untuk 
melunasi tunggakan, 
meningkatkan risiko gagal bayar  

6 Pada pemeriksaan 
kelengkapan kredit pada 
formulir kredit ,surat 
pernyataan, proposal 
kredit a.n Beinhard 
Octavians pesiwarissa 
4008049/SPK/BPRMP/III/ 
2025 Terdapat 
kekurangan antara lain : 
Pada Surat Pernyataan :  

1. Surat Pernyataan 
masih belum 
terdapat 
keterangan 
“Sehat” 

Pada Proposal :   
2. Usulan 

Keputusan kredit 
tanda tangan 
account officer  

Pada  proposal Pada 
Formulir : 
1. No KTP Pemohon 
2. Tempat tanggal lahir  
3. Pendidikan terakhir 
4. Luas tanah 

25 Maret 
2025 

Kurangnya 
sosilasisasi 
kurang 
memberikan 
sosialisasi 
kepada nasabah 
mengenai 
pentingnya 
melengkapi 
dokumen, ttd 
dan prosedur 
pengajuan 
kredit  

Data yang tidak lengkap dapat 
menyebabkan kesalahan dalam 
pencatatan data nasabah, baik 
itu pribadi dan keuangan 

 
 



3. Kesimpulan Audit dan Pernyataan Audit  
No Kesimpulan Audit Penyataan Auditor 
1 Audit internal mencatat adanya 

kekurangan tanda tangan pada cek 
yang mengidentifikasikan kelemahan 
dalam pengendalian internal yang 
dapat meningkatkan resiko salah saji 
dalam laporan.  
 

Pada pemeriksaan No cek EK261710 dan EK 
261711 Belum ada tanda tangan direksi untuk 
keperluan pengisian kas teller. Hal ini 
menunjukan adanya kelemahan dalam 
pengendalian internal terkait otoriasi 
transaksi, yang dapat meningkatkan risiko 
penyalahgunaan dana, disarankan agar setiap 
pengisian kas teller didukung dengan otorisasi 
tertulis direksi untuk memastikan kepatuhan 
terhadap prosedur pengendalian internal 

2 Audit internal mengidentifikasi 
adanya kelemahan dalam 
pengendalian internal terkait 
pengisian dan verifikasi data nasabah 
pada formulir Tabungan kesalahan 
penempatan alamat KTP dan 
pengisian nomor NPWP pada kolom 
KTP dapat meningkatkan risiko 
ketidaksesuaian data nasabah  

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data 
nasabah pada formulir Tabungan a.n Sutiyo no 
rekening 7691005610 
Ditemukan ketidaksesuaian  

1. Kesalahan penempatan Alamat KTP 
pada formulir tabungan  

2. Kekeliruan pengisian data nasabah, di 
mana kolom yang seharusnya diisi 
nomor KTP diisi dengan nomer NPWP 

 
3 Audit Internal adanya kelemahan 

internal dalam pengendalian internal 
terkait pengisian dan verifikasi data 
pada formulir Tabungan. 
Ketidakpatuhan ini dapat 
mengindikasikan kelalaian petugas 
dalam memastikan kelngkapan dan 
keakuratan  

Berdasarkan hasil pengecekan formulir aplikasi 
Tabungan a.n Indra Setiawan No rekening : 
7691005548 ditemukan bahwa NPWP belum 
di cantumkan pada formulir tabungan, 
meskipun nasabah telah melampirkan fotokopi 
NPWP  

4 Audit internal menunjukan adanya 
kelemahan dalam pengendalian 
internal terkait proses pengisian dan 
verifikasi formulir aplikasi Tabungan. 
Ketidaklengkapan data penghasilan 
dapat menganggu kepatuhan 
terhadap prinsip Know Your Customer 
(KYC) serta meningkatkan risiko 
seperti kesulitan dalam menilai profil 
finansial nasabah atau potensi 
penyalahgunaan rekening  

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 
formulir aplikasi Tabungan A.n Hairudin nomer 
rekening : 1-00740-8 ditemukan bahwa kolom 
pengisian pada formilir nasabah masih 
terdapat ceklis kosong. Yang seharusnya diisi 
untuk melengkapi data nasabah 

5 Pada pemeriksaan collector belum 
terbitnya surat peringatan untuk 
nasabah dengan kredit kolektibilitas 2 
menunjukan adanya kelalaian atau 
hambatan dalam proses penagihan 
yang dapat meningkatkan risiko kredit 
macet dan melemahkan posisi bank. 
Pihak kolektor perlu segera 
menerbitkan SP dan melakukan 
tindakan penagihan sesuai prosedur 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 
proses penagihan kredit, ditemukan bahwa 
surat peringatan (SP) untuk nasabah a.n Windi 
Astono dengan kredit pada kategori 
kolektabilitas 2 (kol 2) belum diterbitkan oleh 
pihak kolektor, padahal SP seharusnya telah di 
terbitkan sesuai prosedur penagihan  



untuk mencegah eskalasi masalah 
kredit  

6 Pada account officer dan admin 
kredit. Menunjukan adanya 
ketidakpatuhan terhadap prosedur 
kredit akibat kelengkapan dokumen 
yang tidak memadai, yang berpotensi 
meningkatkan risiko kredit dan 
menimbulkan ketidakefisienan 
peroses. Perbaikan segera diperlukan 
melalui kelengkapan dokumen dan 
pengendalian internal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adanya kelemahan signifikan dalam 
pengendalian internal pada proses pengolaan 
dan verifikasi dokumen kredit. 
Ketidaklengkapan data terseburt berpotensi 
meningkatkan risiko kredit, termasuk kesulitan 
dalam menilai kelayakan pemohon dan nilai 
agunan, kelemahan ini juga berpotensi 
menyebabkan penundaan proses persetujuan 
kredit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Rekomendasi Auditor,Tanggapan Auditee, dan Tindak lanjut / Rekomendasi Auditee  

No  Penyimpangan  Usulan Langkah 
perbaikan  

Tindak lanjut 
/ Komitmen 
Auditee 

Uraian 
Komitmen 
Auditee 

Batas waktu 
Penyelesaian 
Tindak lanjut 
/ Komitmen  

1 Terdapat 
kekurangan tanda 
tangan pada CEK, 
pada prosedur/ 
SOP Perusahaan di 
haruskan untuk 
adanya tanda 
tangan direksi  

Sosialisasi, 
Sosialisasi secara 
berkala kebijakan 
perusahaan 
mengenai 
penandatanganan 
dokumen secara 
berkala 

Auditee setuju 
dengan 
temuan audite, 
dan segera 
melakukan 
perbaikan 

Akan 
melengkapi 
tanda tangan 
sesuai temuan 
auditor. Dan 
memastikan 
bahwa setiap 
transaksi 
pengisian 
terdapat 
otorisasi 
tertulis dari 
direksi 
sebelum 
pelaksanaan 

2025-04-30 

2 pada form 
tabungan terdapat 
kesalahan dalam 
penempatan 
alamat KTP lalu 
pada kelengkapan 
data nasabah 
terdapat kesalahan 
penempatan yang 
seharusnya diisi 
KTP oleh nasabah 

Sosialisasi, 
Sosialisasi kepada 
nasabah baru 
/lama secara 
berkala kebijakan 
perusahaan 
mengenai 
penandatanga 
nan dokumen 
sesuai dengan 
standar 
operasional 

Auditee setuju 
dengan 
temuan audite, 
dan segera 
melakukan 
perbaikan 

Akan 
melakukan 
perbaikan dan 
berkomitm en 
untuk 
memperbai ki 
dan memastika 
n semua 
transaksi 
dilengkapi 
dengan benar 

2025-06-30 



di isi di kolom 
NPWP 

3 Pada pengecekan 
Formulir Aplikasi 
Tabungan Masih 
terdapat 
kekurangan NPWP 
pada kolom 
formulir aplikasi 
Tabungan 
sedangkan nasabah 
sudah melampirkan 
fotocopy NPWP 

Koreksi data 
segera lakukan 
koreksi dengan 
mencantumkan 
nomer NPWP dari 
fotokopi yang 
telah dilampirkan 
ke kolom yang 
sesuai pada 
formulir aplikasi 
Tabungan 

Auditee setuju 
dengan 
temuan audit, 
dan segera 
melakukan 
perbaikan dan 
meningkatkan 
kualitas 
pengelolaan 
data nasabah  

Auditee 
berkomitmen 
untuk merevisi 
prosedur 
pengisian 
formulir 
Tabungan dan 
menerapkan 
checklist 
kelengkapan 
data untuk 
mencegah 
kekurangan 
serupa  

2025-03-30 

4 Pada pengecekan 
formulir aplikasi 
tabungan masih 
terdapat ceklis 
kosong pada kolom 
penghasilan/bulan 

Melakukan 
verifikasi ulang 
terhadap data 
penghasilan 
nasabah dengan 
dokumen 
pendukung untuk 
memastikan 
keakuratan dan 
kesesuaian 
informasi.  

Auditee setuju 
dengan 
temuan audit, 
dan segera 
melakukan 
perbaikan dan 
meningkatkan 
kualitas 
pengelolaan 
data nasabah 

Melakukan 
verifikasi data, 
melakukan 
verifikasi data 
secara berlapis 
baik oleh 
petugas bank 
maupun oleh 
system, dan 
melakukan 
komunikasi 
kepada 
nasabah untuk 
melakukan 
pendataan 
mengenai 
penghasilan 
per bulan 

2025-03-30 

5 Pada pemeriksaan 
Surat peringatan 
nasabah a.n Windi 
astono kolektor 
belum membuat 
surat sp yang 
seharusnya terbit 

Penerbitan surat 
SP Segera pihak 
kolektor harus 
segera 
menerbitkan 
surat peringatan 
(SP) untuk 
nasabah dengan 
kredit 
kolektibilitas 2 

Auditee setuju 
dengan 
temuan audit, 
dan segera 
melakukan 
pembuatan 
surat SP dan 
Kordinasi 
dengan 
nasabah, guna 
menyelesaikan 
tunggakan  
 
 

Melengkapi SP 
memastikan 
penerbitan SP 
sudah dibuat, 
kordinasi 
dengan 
nasabah untuk 
menyelesaikan 
tunggakan.  

2025-06-17 

6 Kekurangan pada 
Pada pemeriksaan 
kelengkapan kredit 
pada formulir 
kredit,surat 
pernyataan, 
proposal kredit 

Perbaikan dan 
melakukan 
kelengkapan data 
nasabah pada 
formulir kredit  

Auditee setuju 
dengan 
temuan audit, 
dan segera 
melakukan 
perbaikan dan 
kelengkapan 
dokumen 

Auditee 
melengkapi 
dokumen, 
memastikan 
formulir kredit 
dilengkapi 
dengan nomer 
KTP, tempat 

2025-06-30 
 
 
 
 
 
 



mulai dari surat 
pernyataan yg 
tidak ada 
keterangan sehat, 
kurangnya tanda 
tangan account 
officer pada 
proposal, pada 
formulir No. KTP 
Pemohon , tempat 
tanggal 
lahir,Pendidikan 
terakhir,luas tanah 
belum di tulis pada 
formulir kredit  
 
 
 
 
 
 

formulir kredit 
meningkatkan 
kualitas 
pengelolaan 
data nasabah 

tanggal lahir, 
Pendidikan 
terakhir dan 
luas tanahm 
serta 
menambahkan 
keterangan 
kesehatan 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Hasil Pemantauan Komitmen Auditee 

No Realisasi Komitmen Auditee Hasil Pemantauan 
Komitmen  

Status Realisasi 
Komitmen Audit 

1 Akan melakukan perbaikan dan 
berkomitmen untuk 
memperbaiki dan memastikan 
semua transaksi dilengkapi  

Berdasarkan pemantauan 
komitmen auditee telah di 
lakukan pemeriksaan ulang, 
bahwa auditee telah 
menerapkan prosedur 
otorisasi tertulis dari 
direksi, bukti tanda tangan 
direksi telah dilampirkan 
pada bukti kas teller 

O1 Selesai 

2 Akan melakukan perbaikan dan 
berkomitm en untuk memperbai 
ki dan memastika n semua 
transaksi dilengkapi dengan 
benar 

Berdasarkan pemantauan 
komitmen auditee telah di 
lakukan pemeriksaan ulang, 
bahwa auditee telah 
menerapkan prosedur 
otorisasi tertulis dari 
direksi, bukti tanda tangan 
direksi telah dilampirkan 
pada bukti kas teller 

01 Selesai 

3 Akan melakukan perbaikan dan 
berkomitm untuk memperbaiki 
dan memastikan semua 
transaksi dilengkapi dengan 
benar pada formulir Tabungan  

Berdasarkan pemantauan 
komitmen auditee telah di 
lakukan pemeriksaan 
ulang,pada formilir 
Tabungan bahwa auditee 
telah menerapkan dan 
memverifikasi NPWP 
nasabah dengan benar  

01 Selesai 
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